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Pengawasan Proyek UPS Lemah

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) DKl Jakarta
menyelidiki pengadaan uninterruptible
power supply (UPS) dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Perubahan 2014.

UPSyangsudahterpasangdi49
sekolah menengah senilai
Rpl128 miliar tersebut ter-
indikasi merugikan keuangan
negara.

Pengamat kebijakan publik
dari UniversitasIndonesia (UI),
Agus Pambagio, mengatakan,
penyusunan kegiatan yang di-
ajukan dalam APBD merupa-
kan kewenangan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD). Me-
nurutAgus, tidakmungkinang-
gota Dewan dapat memasuk-
kankegiatan.

Artinya masuknya UPS da-
lam APBD Perubahan 2014 me-
rupakan rangkaian kerja sama
yang dilakukan SKPD dengan
Dewan. Dengan demikian Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama (Ahok) harus cari
siapa anak buahnya yang ber-
main itu. Buka terang-terangan
agar anak buahnya yang lain
mendapatkan efek jera. "Peng-
awasan memang masih lemah.
Tetapi kalau sudah terbukti ya
silakan cari oknum-oknum itu,”
ujarnyasaatdihubungikemarin.

Kepala BPKP DKI Jakarta
Bonny AnangDwijanto menga-
takan, pihaknya tengah me-
ngumpulkan data dan doku-
men sertamemintaketerangan
dari pihak sekolah yang dipa-
sangi UPS. Dia enggan menye-
butkan kesimpulan sementara

karena audit investigasi masih
berlangsung.

"Hasil belum bisa kami sam-
paikan. Setidaknyasudah10se-
kolah di Jakarta Barat yang ka-
mi audit. Kami selidiki, kapan
barang itu datang, bukti pe-
nerimaan barangnya, pengaju-
annyasepertiapadan manfaat-

Sub Bagian Humas

nya bagaimana,” kata Bonny
Anangsaatdihubungikemarin.

Bonny menjelaskan, tahap
awal audit investigasi dimulai
daripihak sekolah sebagai pene-
rima barang. Pemeriksaan ber-
lanjut dengan meminta kete-

« rangan kepadakuasa pengguna

anggaran (KPA), pejabat pem-
buat komitmen (PPK), dan pa-
nitialelang. Bila ditemukan pe-
langgaran hukum, pihaknya
akanberkoordinasidenganpolisi
untuk penyidikanlebihlanjut.
Berdasarkan laporan Pem-
prov DKI Jakarta, ada 49 seko-
lah menengah yang dipasangi
UPS pada 2014. Sekolah itu ter-
diri atas 25 sekolah di Jakarta
Barat dan 24 sekolah di Jakarta
Pusat. "Kamitidak hanya me-
meriksa pengadaan UPS. Kami
juga akan memeriksa laporan
mengenaidugaanpenyimpang-
ananggaranlainnya,” ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Ke-
uangan Daerah (BPKD) DKI Ja-
karta Heru Budi Hartono me-
ngatakan, penyelidikan meng-
arah ke Sudin Pendidikan Me-
nengah Jakarta Barat. Namun,
bukan berartikesalahanberada
dikepala sudin. Bisa saja peng-
adaan UPSberada dibagian ka-
sie sarana prasarana yang men-
jabatsebagai PPK."Jadimodus-
nya ini oknum DPRD bekerja
sama dengan oknum SKPD ba-
gian sarana prasarana, kemu-
dian membuat PT yang dima-
sukkan dalam ULP DKI. Kami
juga belum tahu kenapa PT-PT
tersebut dapat masuk dalam
ULP"ucapnya.
Herumenuturkan, UPS se-
hargaRp5-6 miliaritutidakbisa
dipertanggungjawabkan asas

manfaatnya. HargaUPSdengan
kualitas sama bahkan hanya se-

kitar Rp1,7 miliar. "Di online -

sayacekituRp1,2 miliarbuatan

Amerikalagi. Prosespengadaan
dariAmerikasampaike Jakarta

' menjadi sekitar Rp1,7 miliar.

Para kepala sekolah mengaku

tidak pernah mengusulkan-’

nya, ungkapnya.

Terkait muncul kembali pe-
ngadaanUPSdisekolahdankan-
tor camatsertalurah pada 2015,
lanjut Heru, kemungkinan ma-
sih dimainkan oleh oknumyang
sama. Diamenduga stok barang
UPS 2014 masih ada di tangan
paravendorbuatan.

Ahok mengakuikecolongan

“padaAPBD perubahan 2014 se-

kitar Rp330 miliar untuk pem-
belian UPS. Namun, diaberalas-

anpada2014sisteme-budgeting

selalu ditolak karena tidak ada
harga satuan. Untuk itu, tahun
ini dia memaksa menggunakan
e-budgeting.
Berdasarkandatayangdimi-
likinya, perusahaan pengadaan
UPS tersebut merupakan re-
kanan dari oknum. "ICW sudah
punya datanya, yang menang
ini keluarga-keluarga semua,
CV-nya bisa saling tukar, saling
menang. Ini sudah ada bukti.
Makanyasayakiraharusdibawa

ke hukum untuk membuka

semuaitu,” ujarnya.
Sementaraitu, Penyidik Sub-
dit TindakPidanaKorupsi(Tipi-
kor) Direktorat Reserse Krimi-
nal Khusus (Ditreskrimsus) Pol-
daMetroJayamulaimenyelidiki
dugaan korupsipengadaan UPS
2014. Kemarin enam orang di-
periksa polisi, salah satunya Ka-

sie Sarpras Dikmen Jakarta Ba-
rat Alex Usman. "Enam orang
yang dimintai keterangan ber-
asaldarisekolahdiJakartaBarat
dan Jakarta Pusat serta dari Su-
din Pendidikan Menengah Ja-
karta Pusat dan Jakarta Barat,”

kata Direktur Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya Kom-

bes Pol Mujiono.

Kasubdit Tipikor - Ditres-
krimsusPoldaMetro Jaya AKBP
Ajie Indra menegaskan, pi-
haknya sudah memeriksa ba-
nyaksaksiterkaitkasusini.”Kita
sudah mulai penyelidikan sejak
28 Januari2015," ucapnya.

Ajie tidak menyebutkan
siapapelapordalamperkarater-
sebut. Menurutnya, pérkara

-dugaan tindak pidana korupsi

tidakperluadapihakyangmela-
por. "Kalau kasus korupsi, ma-

nakala kita menemukan ada

dugaankorupsi, yabisakitaseli-
diki. Tidak perluadalaporan,”
ungkapnya.
' @bimasetiyadi/

: helmisyarif
“Pengawasan

-memang masih

lemah. Tetapi kalau
sudah terbuktiya
silakan cari oknum-
oknumitu.”

AGUS PAMBRGIO
Pengamat kebijakan publik Ul
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